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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MELARANG ISTRI 

MENJUAL MAHAR DI DESA PARSEH KECAMATAN SOCAH 

KABUPATEN BANGKALAN 

 

A. Analisis Tentang Latarbelakang Tradisi Melarang Istri Menjual Mahar Di 

Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan 

       Masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan memiliki 

tradisi unik yang masih dilakukan saat ini yaitu melarang istri untuk menjual 

maharnya. Anggapan mereka yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan 

yang sakral karena berkaitan dengan hubungan antara keluarga mempelai laki-

laki dan mempelai perempuan. 

       Adapun hal yang menjadi faktor latarbelakang tradisi yang melarang istri 

menjual mahar tetap eksis dan berlaku di masyarakat Desa Parseh Kecamatan 

Socah Kabupaten Bangkalan adalah diantaranya: 

1. Taatnya akan aturan atau tradisi leluhur 

       Masyarakat Madura memang dikenal mentaati aturan dari leluhurnya. 

Hal ini bisa dibuktikan hasil wawancara kebanyakan warga Desa Parseh 

walaupun kebanyakan tidak mengetahui asal-usul tradisi yang melarang 

istri menjual mahar. Namun hingga kini masih dipercaya masyarakat Desa 

Parseh. Alasan mereka adalah karena adanya malapetaka yang menimpa 

jika larangan tetap dilakukan. 
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2. Pemahaman masyarakat yang menyatakan mahar sebagai pengikat 

perkawinan 

Pemahaman masyarakat Desa Parseh mengenai arti mahar juga 

menjadikan tradisi melarang istri menjual maharnya tetap ada sampai hari 

ini. Menurut wawancara dengan Bapak Ju’in selaku Sekretaris Desa 

menyatakan bahwa masyarakat Desa Parseh mengartikan bahwa mahar 

adalah sebagai pengikat dari perkawinan. 

Hal ini juga dipengaruhi minimnya pendidikan di Desa Parseh. Sehingga 

penduduk Desa Parseh lebih mempercayai kata-kata leluhur mereka. Hal 

ini bisa dibuktikan dari data Desa Parseh yang menyatakan bahwa dari 

penduduk yang berjumlah 3152, total keseluruhan hanya ada sekitar 17 

persen yang mengenyam pendidikan. 

       Berangkat dari masalah ini, tradisi yang melarang istri menjual mahar yang 

terjadi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan akan dianalisis 

dengan metode analisis hukum Islam dengan al-‘urf sebagai alat untuk 

menganalisis. 

 

B.  Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi yang Melarang Istri Menjual Mahar 

di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan 

       Dalam hukum Islam tidak aturan yang melarang istri menjual maharnya. 

Karena harta mahar menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah hak milik 

istri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an: 
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                                . 

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’ (4): 4).109 

       Sebelum agama Islam datang, pemberian mahar dalam suatu perkawinan 

sudah dilakukan oleh masyarakat jahilliyah. Namun pemberian mahar itu tidak 

kepada istri, tetapi diberikan kepada orang tua dengan anggapan ganti rugi biaya 

membesarkan wanita yang dinikahinya.110 Dengan demikian masyarakat 

jahilliyah menganggap wanita memiliki kedudukan sama seperti barang 

dagangan. Padahal tujuan pemberian mahar dalam hukum Islam adalah sebagai 

penghormatan dan merupakan pemberian pertama suami kepada istri. Hukum 

memberi mahar adalah kewajiban bagi suami. Meskipun mahar bukan termasuk 

dari rukun perkawinan. Namun keberadaan mahar dalam suatu akad nikah 

sifatnya wajib.111 Tersebut dalam al-Qur’an: 

...                          

                     

Artinya: ...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

                                                           
109

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumᾱnatul ‘Ali, 77. 

110
 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid II, 218. 

111
 Hasan Husa>nain, Ah}kam al-Usrah., 183. 
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kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (an-Nisa (4): 

24).112 

       Dengan adanya mahar, agama Islam mencontohkan agar pihak laki – laki 

bertanggung jawab kepada wanita yang dinikahi. Mahar sebagai bukti kesiapan 

seorang laki – laki untuk menafkahi pihak wanita. Dengan bertujuan agar 

semakin siap dan matang kedua mempelai dalam kehidupan berumah tangga. 

       Berbeda dengan masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten 

Bangkalan yang beranggapan mahar adalah bentuk ikatan suatu perkawinan. 

sehingga tujuan adanya mahar adalah sebagai pengikat dalam suatu perkawinan. 

hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Ju’in tentang pemahaman masyarakat 

tentang mahar yang tertulis di BAB III halaman 56. 

       Pelaksanaan akad nikah di Desa Parseh, mahar tersebut diberikan kepada 

mempelai wanita, dan kepemilikan secara simbolik milik wanita. Tapi tetapi 

mahar tersebut harus tetap ada tidak boleh dijual namun boleh digunakan. 

Semacam hak pakai saja kepemilikan perempuan atas mahar.  

       Ketentuannya masanya, mahar tersebut baru boleh dijual jika salah satu 

pasangan meninggal dunia. Seperti jawaban wawancara dengan Mbah Jum di 

BAB III halaman 56. 

       Kepercayaan setempat yang berkeyakinan kuat bahwa bagi siapa saja yang 

menjual mahar maka bencana ataupun malapetaka akan menimpanya. Menurut 

                                                           
112

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumᾱnatul ‘Ali, 78. 
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warga setempat yang masih meyakini tradisi tersebut, bencana yang dimaksud 

bisa berupa perceraian dari pasangan suami istri yang melanggar larangannya 

dengan menjualnya. 

       Ajaran agama Islam memandang penting adanya mahar dalam suatu 

perkawinan. Demikian juga dengan masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah 

Kabupaten Bangkalan. Namun tujuan dari mahar bagi masyarakat Desa Parseh 

Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai ikatan dalam suatu 

perkawinan dan pelaksanaanya mahar yang seharusnya menjadi milik wanita 

seakan–akan milik bersama karena statusnya sebagai pengikat suatu perkawinan. 

hal ini berbeda dengan tujuan pemberian mahar dalam hukum Islam yaitu sebagai 

pemberian pertama dan juga sebagai penghormatan pihak laki–laki kepada pihak 

wanita yang dinikahinya dan kepemilikannya mutlak untuk wanita. 

       Namun ada pentingnya juga jika alasan atau tujuan sebenarnya dari melarang 

istri menjual maharnya adalah untuk menjaga hubungan perkawinan. Dengan 

kata lain masyarakat Desa Parseh benar-benar menjaga kelanggengan ikatan 

perkawinan mereka. 

       Adat yang berbeda-beda merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. 

Akulturasi antara adat setempat dengan Islam merupakan hal yang selalu terjadi. 

Beragam budaya adat yang berbeda merupakan tantangan yang selalu muncul, 

karena tidak adanya nas yang menjelaskan masalah adat. Maka al-‘urf merupakan 

sebuah teori dari para ulama Islam untuk menangani masalah yang berkenaan 

dengan kebiasaan setempat. 
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       Adat yang dianut masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten 

Bangkalan mengenai larangan Istri menjual maharnya merupakan contoh kasus 

‘urf. Secara hukum Islam tidak ada aturan melarang istri menjual maharnya.  

       Sebenarnya dalam agama Islam wajib bagi pasangan suami istri untuk 

menjaga keharmonisan perkawinannya. Namun yang dilakukan masyarakat Desa 

Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adalah lebih jauh yaitu 

menganggap perkawinan menjadi hal yang sakral. Mahar yang menjadi hal 

penting dalam perkawinan diyakini pula sebagai pengikat suatu perkawinan dan 

bagi siapa saja yang menghilangkan ataupun menjualnya maka akan 

mendapatkan malapetaka. 

Tersebut dalam surat An-Nisa’ : 

                                . 

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’ (4): 4).113 

       Dari satu ayat tersebut, masalah mahar adalah berkaitan dengan kerelaan 

dalam memberi. Mempelai laki-laki ketika sudah menikah wajib memberikan 

mahar kepada mempelai perempuan dengan penuh kerelaan. Sedangkan 

perempuan bisa juga memberikan sebagian mahar kepada laki-laki yang 

menikahinya tapi dengan kerelaannya juga. 

                                                           
113

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumᾱnatul ‘Ali, 77. 
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       Hal ini bisa disimpulkan bahwa mahar merupakan bentuk pemberian, dan 

kerelaan merupakan bentuk keikhlasan agar menjadi halal. Hak milik mahar pun 

memang untuk istri, tapi bisa juga suami ikut menikmati mahar tersebut jika istri 

memberi kepada suami dengan penuh kerelaan. 

       Demikian juga yang terjadi di masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah 

Kabupaten Bangkalan. Kepemilikan mahar yang seakan-akan menjadi milik 

bersama karena mahar bagi penduduk Desa Parseh adalah sebagai pengikat 

perkawinan. Hal ini merupakan bukti bentuk kerelaan mempelai wanita 

menjadikan mahar sebagai pengikat perkawinan mereka. 

       Permasalahannya adalah jika pihak wanita kurang berkenan menjadikan 

maharnya sebagai pengikat perkawinan dan ingin memilikinya sendiri. Hal itu 

juga tidak berlawanan dengan hukum Islam. Walaupun sebagian masyarakat 

Desa Parseh masih menganggap tabu hal itu. 

       Dilihat dari faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi yang 

melarang istri menjual mahar yang diantaranya adalah beda pemahaman 

mengenai mahar. Dengan berjalannya waktu mungkin suatu saat anggapan  

bahwa mahar adalah sebagai pengikat perkawinan akan berubah dan sesuai 

dengan pemahaman mahar dalam hukum Islam. 

       Jika dianalisis dengan metode al-‘urf, syarat ‘urf yang boleh dijadikan 

sumber hukum atau yang disebut ‘urf  al-ṣaḥîḥ adalah : 
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1. Bertentangan dengan naṣ, jika adat berlawanan dengan naṣ maka tidak 

termasuk ‘urf  al-ṣaḥîḥ. Dari pelaksanaan perkawinan dan pemberian mahar di 

Desa Parseh sesuai dengan hukum Islam yakni memberikan maharnya kepada 

pengantin wanita. Namun selanjutnya mempelai wanita hanya memiliki hak 

pakai saja atas mahar tersebut. Menurut Hasan Husānain mahar memiliki 

keterkaitan dengan. Pertama, hak Allah yaitu kewajiban mahar untuk perempuan 

karena adanya akad nikah atau karena telah bersenggama. Kedua, hak istri yaitu 

penetapan kepemilikan mahar untuk perempuan, dan istri memiliki kebebasan 

untuk mengelola atau melakukan transaksi.
114

 

2. Harus diterima dan berlaku secara umum. Kebanyakan masyarakat desa Parseh 

yang masih mentaati tradisi yang melarang istri menjual maharnya dan 

merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada leluhurnya. Tapi masyarakat diluar 

Desa Parseh belum tentu menerima tradisi larangan menjual mahar ini. Dengan 

demikian tradisi ini bisa dikatakan tidak berlaku secara umum. 

       Merupakan bukti bahwa tradisi yang melarang menjual maharnya bisa 

dikategorikan sebagai ‘urf  al-Fāsid. 

                                                           
114

 Hasan Husānain, Ahkām al-Usraḥ al-Islāmiyyah, 184. 


